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Abstrak 

Perlindungan anak merupakan hak asasi yang harus dijamin oleh berbagai pihak, termasuk negara, 

keluarga, dan masyarakat. Desa Setia Budi, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dipilih 

sebagai lokasi kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan tingginya angka pernikahan dini, 

rendahnya kesadaran hukum, dan prevalensi stunting yang signifikan. Penyuluhan hukum ini bertujuan 

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak, khususnya terkait dampak 

pernikahan dini, perceraian, dan stunting. Metode yang digunakan adalah service learning, yang 

mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan penerapannya secara langsung kepada 

masyarakat, dikombinasikan dengan pendekatan teknis berupa penyuluhan hukum. Kegiatan ini 

melibatkan diskusi kelompok interaktif dengan partisipasi tokoh masyarakat, aparat desa, dan tim 

penyuluh hukum. Materi disampaikan menggunakan teknologi dan media visual, seperti presentasi 

berbasis komputer dan video edukasi, untuk memudahkan pemahaman peserta. Hasil kegiatan 

menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti 

risiko kesehatan dan sosial, serta komitmen untuk menunda usia pernikahan. Penyuluhan tentang 

perceraian memberikan wawasan mengenai solusi konflik keluarga dan dampaknya terhadap anak. 

Selain itu, edukasi tentang stunting membantu peserta memahami pentingnya gizi yang cukup untuk 

mencegah kondisi tersebut. Kesimpulannya, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan 

pengetahuan masyarakat Desa Setia Budi mengenai perlindungan anak. Pendekatan holistik yang 

memadukan hukum dan kesehatan terbukti efektif dalam menciptakan perubahan perilaku yang 

mendukung kesejahteraan anak. Kegiatan ini diharapkan menjadi model yang dapat diterapkan di 

wilayah lain untuk mendukung generasi masa depan yang lebih baik. 

 

Abstract 

Child protection is a fundamental human right that various stakeholders, including the state, families, 

and communities, must ensure. Desa Setia Budi, located in Bengkayang Regency, West Kalimantan 

Province, was selected for this community service activity due to its high rates of early marriage, low 

legal awareness, and significant prevalence of stunting. This legal education program aimed to enhance 

community understanding of child protection, particularly regarding the impacts of early marriage, 

divorce, and stunting. The method employed was service learning, integrating academic learning with 
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its direct application in the community and a technical approach to legal education. The program 

involved interactive group discussions with the participation of community leaders, village officials, and 

a legal education team. The materials were delivered using technology and visual media, such as 

computer-based presentations and educational videos, to facilitate participant comprehension. The 

results demonstrated increased community awareness of the negative impacts of early marriage, 

including health and social risks, and a commitment to delay marriage until an appropriate age. The 

legal education on divorce provided insights into conflict resolution and its effects on children. 

Furthermore, the stunting education component helped participants understand the importance of 

adequate nutrition to prevent the condition. In conclusion, this program effectively enhanced the 

awareness and knowledge of the Desa Setia Budi community regarding child protection. The holistic 

approach of integrating law and health fostered behavioral changes supporting child welfare. This 

initiative is expected to be a model for similar programs in other regions to support a better future 

generation. 
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PENDAHULUAN 

 
Perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, 

keluarga, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait. Anak sebagai individu yang sedang dalam proses 

perkembangan memiliki kerentanan tinggi terhadap kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dan 

diskriminasi. Oleh karena itu, isu perlindungan anak menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan 

sosial dan kemanusiaan, baik di tingkat nasional maupun global (Ramadhan et al., 2024). 

Di Indonesia, berbagai faktor memengaruhi kualitas perlindungan anak, termasuk kemiskinan, 

ketidaksetaraan gender, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan kemampuan keluarga dalam 

memberikan perlindungan yang memadai. Upaya perlindungan anak membutuhkan sinergi dari 

seluruh pihak, mulai dari pemerintah yang bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan dan 

regulasi yang efektif, masyarakat yang diharapkan lebih peduli terhadap tanda-tanda kekerasan, hingga 

keluarga yang berperan sebagai lingkungan pertama yang aman dan nyaman bagi anak (Hikmah, 2023). 

Salah satu ancaman besar terhadap hak anak adalah pernikahan dini. Praktik ini masih sering 

terjadi, terutama di kalangan masyarakat dengan pemahaman yang minim tentang dampak negatifnya. 

Pernikahan dini tidak hanya berisiko terhadap kesehatan fisik dan mental anak perempuan, tetapi juga 

berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan bahkan meningkatkan risiko stunting pada generasi 

berikutnya. Selain itu, perceraian juga menjadi tantangan signifikan dalam konteks perlindungan anak 

(Ramadhani et al., 2023). Dampak perceraian terhadap anak sering kali mencakup gangguan 

kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial, yang dapat memengaruhi perkembangan mereka 

dalam jangka panjang (Hanapi et al., 2023). 

Penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Setia 

Budi, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan desa ini didasarkan pada tingginya 

angka pernikahan dini, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan keterbatasan akses informasi 

terkait perlindungan anak. Selain itu, Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu wilayah dengan 

prevalensi stunting yang masih menjadi perhatian di Kalimantan Barat. Dengan kondisi sosial dan 
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ekonomi masyarakat yang beragam, Desa Setia Budi menjadi lokasi yang strategis untuk 

menyampaikan edukasi yang holistik terkait perlindungan anak. 

Melalui program penyuluhan hukum ini, masyarakat di Desa Setia Budi diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak anak yang dilindungi oleh sistem hukum Indonesia, 

khususnya dalam menghadapi isu pernikahan dini, perceraian, dan stunting (Abubakar, 2023). Program 

ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi hukum, tetapi juga membangun kesadaran 

kolektif tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental anak. 

Diharapkan, melalui penyuluhan hukum yang terpadu ini, masyarakat Desa Setia Budi dapat lebih 

peka terhadap isu-isu perlindungan anak dan mampu menerapkan pola hidup yang mendukung 

kesejahteraan anak. Dengan demikian, langkah ini dapat berkontribusi pada terciptanya generasi masa 

depan yang sehat, cerdas, dan sejahtera, serta memperkuat komitmen untuk mewujudkan Indonesia 

yang lebih baik. 
 

METODE 
 

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode 

service learning. Metode ini merupakan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan misi akademik 

dengan upaya langsung untuk memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di 

masyaraka. Dengan kata lain, service learning menghubungkan teori yang dipelajari dalam lingkup 

akademik dengan aplikasinya di dunia nyata untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat 

(Satria et al., 2023). 

Dalam pelaksanaan program ini, metode service learning dikombinasikan dengan pendekatan 

teknis berupa penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah teknik yang bertujuan untuk memberikan 

edukasi hukum kepada masyarakat, dengan fokus pada peningkatan pemahaman mengenai peraturan 

hukum dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Pendekatan ini dirancang agar masyarakat dapat 

memahami isu-isu hukum yang relevan dan memiliki kapasitas untuk mengatasi tantangan hukum yang 

mereka hadapi. Dengan sinergi antara service learning dan penyuluhan hukum, pengabdian kepada 

masyarakat diharapkan dapat menghasilkan dampak yang lebih luas, baik bagi peserta program 

maupun masyarakat secara keseluruhan. 

 

 
Gambar 1. Foto Bersama Aparatur Desa Setia Budi 



Syarifah Arabiyah, M Fahmi Hazdan, Thadeus Yus,  

Prisila Rieska Pratiwilayan, Agustinus Astono 
 

19 
 

Dalam konteks ini, pendekatan teknis penyuluhan hukum dilakukan melalui diskusi kelompok 

yang melibatkan berbagai pihak. Narasumber utama adalah tim penyuluh hukum Universitas Panca 

Bhakti, yang bekerja sama dengan fasilitator, yaitu aparat desa, serta masyarakat Desa Setia Budi 

sebagai peserta penyuluhan. Selain itu, tokoh adat setempat turut berpartisipasi untuk memberikan 

perspektif lokal yang relevan. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di Gedung Olahraga Desa Setia 

Budi, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 3 Agustus 2024. Diskusi 

kelompok memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pandangan terkait 

dengan isu hukum yang diangkat, khususnya mengenai perlindungan anak dari pernikahan dini, 

perceraian, dan stunting. 

 

 
Gambar 2. Peserta yang mengikuti Penyuluhan Hukum 

Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong interaksi aktif, meningkatkan pemahaman peserta, 

dan menciptakan solusi bersama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan 

metode ini, mahasiswa atau akademisi dapat mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, 

serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan akademik dalam situasi nyata, sementara 

masyarakat memperoleh manfaat langsung dari edukasi hukum yang disampaikan. Dalam konteks 

pendidikan tinggi, pendekatan ini juga memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat, 

menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Setia Budi, Kecamatan Bengkayang, 

dengan fokus pada perlindungan anak dari pernikahan dini, perceraian, dan stunting, memberikan 

dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat. Penyuluhan ini menekankan 

risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, perceraian, dan stunting terhadap 

perkembangan anak dalam berbagai aspek, termasuk fisik, mental, dan sosial. Penekanan pada 

pentingnya perlindungan anak dilakukan melalui pendekatan hukum dan edukasi kesehatan secara 

terpadu (Hambal et al., 2024). 

Peserta penyuluhan, yang terdiri atas orang tua, remaja, dan tokoh masyarakat, menunjukkan 

antusiasme yang tinggi dalam menyerap informasi yang disampaikan. Materi penyuluhan berhasil 

menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda usia pernikahan hingga mencapai 
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kematangan mental dan fisik. Diskusi kelompok yang dilakukan memberikan ruang bagi peserta untuk 

memahami lebih mendalam dampak negatif pernikahan dini, seperti meningkatnya risiko kesehatan 

ibu dan anak, tingginya angka perceraian, dan kemungkinan terjadinya stunting. Sebagai tindak lanjut, 

peserta menyatakan kesediaan untuk mendukung anak-anak dalam melanjutkan pendidikan serta 

memberikan edukasi yang memadai terkait kesehatan reproduksi (Sinabutar et al., 2023). 

Penyuluhan hukum tentang perceraian memberikan wawasan mendalam mengenai hak dan 

kewajiban pasangan suami-istri sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Materi ini membantu 

masyarakat memahami bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga 

berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak. Sebagian besar 

peserta menyadari pentingnya mencari solusi atas konflik keluarga melalui cara-cara damai sebelum 

mengambil keputusan untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan mampu 

membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga demi 

kepentingan anak (Putri J, 2022). 

Materi tentang stunting menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan ini (Yanti et al., 2020). 

Penyampaian informasi terkait pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga usia dini anak 

berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat. Peserta penyuluhan diajarkan cara mengenali tanda-

tanda stunting, memahami faktor-faktor penyebabnya, dan mengetahui langkah-langkah 

pencegahannya, seperti pemberian makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, serta 

pemeriksaan kesehatan secara berkala (Laily & Indarjo, 2023). Penyuluhan ini juga menekankan 

pentingnya peran keluarga dalam memastikan kebutuhan gizi dan kesehatan anak terpenuhi, sehingga 

risiko stunting dapat diminimalkan (Eleanora & Sari, 2020). 

 

 
Gambar 3. Tim Penyuluh Hukum UPB 

Kegiatan ini menggunakan metode penyampaian yang interaktif dengan memanfaatkan 

teknologi dan media visual seperti presentasi berbasis komputer, video edukasi, dan infografis. Metode 

ini memudahkan masyarakat dalam memahami konsep-konsep yang kompleks. Diskusi kelompok yang 

melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa memberikan ruang untuk berbagi pengalaman dan 

solusi, sehingga peserta lebih memahami relevansi materi dengan kondisi lokal. Kolaborasi antara tim 

penyuluh hukum universitas panca bhakti, tokoh masyarakat, dan aparat desa memainkan peranan 

penting dalam keberhasilan penyuluhan. 
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Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya 

perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan wawasan 

baru, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka 

panjang. Antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan ini mengindikasikan bahwa isu-isu yang dibahas 

sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Setia Budi. 

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum ini berhasil memberikan dampak positif 

terhadap masyarakat Desa Setia Budi. Selain meningkatkan pemahaman tentang isu-isu pernikahan 

dini, perceraian, dan stunting, kegiatan ini juga memotivasi peserta untuk mengadopsi langkah-langkah 

preventif dan korektif yang mendukung perlindungan anak. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya 

sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengatasi isu-isu sosial yang 

kompleks. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model untuk program serupa di wilayah lain dan 

berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anak-anak Indonesia di masa mendatang. 

 

PENUTUP 
 

Kegiatan penyuluhan hukum di Desa Setia Budi telah berhasil meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang isu-isu pernikahan dini, perceraian, dan stunting. Berdasarkan landasan hukum 

yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, kegiatan 

ini memberikan panduan praktis bagi masyarakat untuk melindungi hak-hak anak. Keberhasilan 

kegiatan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat 

dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks. Model penyuluhan ini diharapkan dapat diterapkan di 

wilayah lain untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. 
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